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B. Dasar Pembentukan 

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4444) 

2. Undang-Undang Nomor  22  Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79  Tahun 2013 tentang Sistem Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013        

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) 

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian  Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara   Republik  Indonesia   

Tahun  2020 Nomor 40) 

5. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan 

Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan  Pimpinan Tinggi Madya di  

Lingkungan Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   

Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                   

Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria 

Perencanaan Teknis Jalan  (Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2011  

Nomor 900) 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020          

Nomor 473) 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16   

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144) 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknis untuk pemerintah daerah 

dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran (PPP) jalan 

provinsi/kabupaten. Adapun Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan 

pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan/preservasi jaringan jalan 

provinsi/kabupaten agar dapat berlangsung secara akuntabel, efektif, dan efisien. 

 

D. Ruang Lingkup 

Lingkup Surat Edaran ini meliputi: 

1. Gambaran umum tentang PKRMS dan konsep pemeliharaan aset jalan;  

2. Aplikasi PKRMS; 
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MANUAL 

Bidang Jalan dan Jembatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLIKASI SISTEM PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN 

PROVINSI/KABUPATEN 

(PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

D I R E K T O R A T  J E N D E R A L  B I N A  M A R G A  

No.  04 / M / BM/ 2021 
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